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Penelitian dalam skripsi saya ini dilatar belakangi dengan banyaknya
Pedagang Kaki Lima yang beroperasi di kawasan depan Kantor Kabupaten tanpa
memiliki izin lokasi usaha sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 6
Tahun 2021 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Hal ini
tidak hanya mengganggu kenyamanan masyarakat, tetapi juga menimbulkan
tantangan bagi pemerintah dalam menegakkan aturan. Tujuan dari penelitian ini
adalah untuk menganalisis implementasi peraturan daerah tersebut terhadap para
PKL dan mengidentifikasi tinjauan Hukum Ekonomi Islam terkait izin lokasi usaha.

Fokus Penelitian dalam kajian ini (1) Bagaimana penerapan izin lokasi
usaha bagi pedagang kaki lima ditinjau menurut Peraturan Daerah Kabupaten Blitar
Nomor 6 Tahun 2021?, (2) Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap
izin lokasi usaha bagi pedagang kaki lima?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan
sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer
dan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini
menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun metode analisis
data yang digunakan adalah kondensasi data, penyajian data, dan verifikasi data.
Sedangkan, pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa banyak pedagang kaki lima
yang belum memiliki izin lokasi usaha resmi, yang menyebabkan permasalahan
dalam ketertiban umum. Faktor penyebab utama meliputi kurangnya kesadaran
hukum di kalangan pedagang kaki lima dan minimnya sosialisasi masyarakat
setempat. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Islam, izin lokasi usaha merupakan
kewajiban yang harus dipenuhi guna untuk mendukung kemaslahatan umum.
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The research in my thesis is motivated by the large number of Street
Vendors operating in the area in front of the Regency Office without having a
business location permit in accordance with the provisions of Regional Regulation
Number 6 of 2021 concerning the Arrangement and Empowerment of Street
Vendors. This not only disturbs the comfort of the community, but also poses a
challenge for the government in enforcing the rules. The purpose of this study is to
analyze the implementation of the regional regulation on street vendors and identify
the review of Islamic Economic Law related to business location permits.

The focus of the research in this study is (1) How is the implementation of
business location permits for street vendors reviewed according to Blitar Regency
Regional Regulation Number 6 of 2021?, (2) How is the review of Islamic
Economic Law on business location permits for street vendors?

This study uses a descriptive qualitative research type with data sources
used in this study consisting of primary data sources and secondary data sources.
The data collection method in this study uses observation, interviews, and
documentation. The data analysis methods used are data condensation, data
presentation, and data verification. Meanwhile, checking the validity of the data
uses triangulation.

The results of this study indicate that many street vendors do not have
official business location permits, which causes problems in public order. The main
causal factors include the lack of legal awareness among street vendors and the lack
of socialization of the local community. From the perspective of Islamic Economic
Law, a business location permit is an obligation that must be fulfilled in order to
support the public interest.
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